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BAB |
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Manusia sangat berperan terhadap lingkungan dan berpengaruh terhadap
lingkungan hidupnya. Baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti sandang,

pangan maupun papan/perumahan. Jumbuh kembangnya pemikiran manusia

berkaitan dengan perkemba .-‘/\vm g dapat membawa dampak negatif

maupun positif _./’ \.
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itu kita bangsa Indonesia

dleh Negara dan
etentuan Pasal 33
tersebut memberikan hak penguasaan kepada Negara atas seluruh sumber daya
alam Indonesa dan memberikan kewajiban kepada Negara untuk
menggunakannya bagi kemakmuran rakyat. Ketentuan lain yang menyatakan
bahwa sumber daya alam adalah hak bersama dan dapat dimanfatkan oleh setiap
orang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yaitu: (1) Setiap orang mempunyai hak



yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (2) Setiap orang
mempunyai hak atas informas lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran
dalam pengelolaan lingkungan hidup. (3) Setiap orang mempunyai hak untuk
berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65 Undang- Undang \ ahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Ling
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. (1) Setiap orang berhak atas

sumber daya aam adalah menjadi sadah satu usaha pemerintah untuk
meningkatkan kesegjateraan(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat
dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.

Daam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba sesuai Undang-Undang

nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK. Bagi



pemilik atau pengusaha tambang yang tidak merespon surat edaran tersebut.,
diancam pidana penjara paing lama 10 Tahun atau denda paling banyak
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar). Ketentuan pasal tersebut dapat digunakan
sebagai dasar dalam pelaksanan usaha penambangan atau penggalian sumber daya

alam yang ada.

Kabupaten Bulukum u daerah yang memiliki berbagai

2 '. Bulukumba memiliki berbagai
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tang Pertambangan
Mineral dan Batubara yang dimaksud usaha pertambangan adalah kegiatan dalam
rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan penyelidikan
umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan,

pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.



Dengan maraknya penambangan pasir yang dilakukan oleh warga
masyarakat, walaupun itu merupakan penambangan skala kecil tetapi tetap harus
diperhatikan aspek legalitas hukumnya, karena banyak penambangan skala kecil
yang tidak/ kurang mengindahkan hal ini. Aspek hukum yang terkait berupa
perizinan,pengaturan tata ruang atau kawasan, termasuk kebijakan tentang zonasi,

pertanahan, pengendalian, Iamasi serta hukum adat. Hal
tersebut harus dilakukan.eli 0

/-- kan usaha pertambangan
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pasir dapat berupa
dampak positif dan negatif. Salah satu dampak positif dari penambangan pasir
tersebut adalah adanya pemasukan daerah terhadap pagjak yang dikenakan kepada
pengusaha legal terhadap usaha penambangan pasirnya menunjuk pada Peraturan
Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 pasal 1 Nomor 13 tentang Pajak Daerah bagi

Penambangan bahan Galian Golongan C sedang bagi para penambang pasir illegal



atau yang tidak mempunyai Surat ljin Penambangan Daerah mereka dapat
memperoleh hasil dari usahanya tersebut, selain itu juga menambah adanya
lapangan kerja baru bagi masyarakat. Terlepas dari segi positif tersebut adanya
kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan pasir tersebut
menjadikan suatu permasalahan yang harus dituntut kesadarannya oleh semua
pihak.
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olongan C llegal di

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat dan Pendukung Penertiban Usaha
Pertambangan Golongan C llega di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten

Bulukumba



D. KEGUNAAN PENELITIAN
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan

acuan untuk digunakan sebagai berikut:

1. Akademis
Secara akademis hasil peneli ' berguna sebagai suatu karya
ilmiah yang dapatefie 3 AU pengetahuan dan sebagai
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BAB ||
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian, Konsep, Teori
1. Konsep Penertiban

Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk

mengambil tindakan agar p ioh, ruang sesuai rencana dapat terwujud.
Kegiatan Penertiban dapea geatuk penertiban langsung dan
K H ' mekanisme penegakan

Ao P Ik !
2 P i \
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2. Sanks perdata, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang
berakibat Terganggunya kepentingan seseorang, kelompok orang,
atau badan hukum. Sanksi dapat berupa tindakan pengenaan denda

atau ganti rugi.



3. Sanks pidana, dikenakan terhadap pelanggaran penataan ruang
yang berakibat terganggunya kepentingan umum. Sanks dapat

berupa tindakan penahan dan kurungan.

Penertiban tersebut dilakukan agar tidak merusak lingkungan, Pemkab

tidak bisa menutup izin galian C karena pengelolaan izin dan penataan tambang

yang sebelumnya proses
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Pengelolaan li'lllllﬁ‘w
Undang-Undang tersebut merupakan landasan berbagai ketentuan dan
peraturan mengena masalah pengelolaan lingkungan hidup. Dengan banyaknya
masal ah kependudukan dan lingkungan yang semakin berkembang sgaan dengan
laju kegiatan pembangunan dirasa perlu adanya penyempurnaan terhadap
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, dengan alasan tersebut maka dibentuklah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Untuk sementara undang undang tersebut cukup mampu mengatasi masalah yang
ada tetapi melihat usia Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang cukup lama
dan juga kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sepertinya Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak lagi

menjamin kepastian hokum dan juga menjamin hak rakyat Indonesia maka

dilakukanlah perubahan terhadap Untleng-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dengan

i

-~

Undang-Undang Nomor,.3 ) indungan dan pengelolaan
/11hs MUH4

Id [)
\
. g%ﬁ’\%hj.&h‘st : 4!'0 Serlindungan dan

izin usaha operasi produks ntang pengelolaan lingkungan
hidup termasuk reklamasi lahan yang telah ditambang. Jika melihat hal tersebut
keduanya adalah merupakan undang-undang yang berlapis dan keduanya juga
memiliki sifat kekhususan masing-masing. Dari kedua undang-undang tersebut

pastilah ada peraturan pelaksana yang mengikutinya, diantaranya yaitu Peraturan

Daerah Tingkat 11 Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2009 tentang Usaha
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Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang merupakan salah satu peraturan di
tingkat daerah kabupaten. Untuk ditingkat propinsi sendiri yaitu ada Peraturan
Daerah Tingkat | Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 32 Tahun 2009
a. Pengertian Lingkungan Hidup

Istilah lingkungan dan lingkungan hidup dalam bahasa inggris sebagai
terjemahan dari enwronmen an environment , digunakan secara
bergantian dalam pengertitii \*‘.n hidup adalah merupakan
bagian yang mu /{F'»ﬁ’ Mqu \ ehytuhan manusia dapat
terpenuhi ..-/: "VKA‘S‘L m- \ i

o \\mlimy/ _‘- .
" \ """ ._4«’" Frem

N ?;.z\ -z
w4 5 3.#.
ifﬁwiﬁ_ﬁ‘.\

daam melakukan regene apalagl terhadap sumber daya
lingkungan yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu dalam menata
lingkungan sebagai sumber daya perlu

mel akukan pengel olaan dengan bijaksana.
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Lingkungan hidup menurut Sogjono (1996;11) diartikan sebagai lingkungan hidup
fiskk atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik
jasmaniah yang terdapat dalam alam.

Menurut Emil Salim (1985:32) daam bukunya: Lingkungan Hidup dan

Pembangunan, menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah segala benda, daya,

mencegah pence enangani-peca-sumbernya dari pada membersihkan

kembali pencemaran yang sudah terjadi. Dalam hukum lingkungan asas ini
dinyatakan dalam kewajiban perizinan terhadap aktifitas tertentu dengan
persyaratan-persyaratannya. lzin persyaratannya bertujuan untuk mencegah
pencemaran.

2. Asas Tentang Sarana Praktis Yang Terbaik (The Best Prakticabel Mean)
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Asas ini mengandung arti bahwa sarana-sarana tersebut diterapkan untuk
menanggulangi atau mencegah pencemaran lingkungan yang menurut keadaan
teknik actual adalah paling efektif dan sekaligus bagi si pencemar dapat diterima
secaralogis.

3. Asas Cegah Tangkal (Stand Still Principle)

Hal ini dinyatak

mempunyai kebebasan besar dalam pembagian pembuktian tentang pertanyaan
apakah suatu kegiatan merugikan bagi lingkungan. Dalam arti pemerintah, asas
tersebut berarti bahwa barang siapa yang akan melakukan kegiatan wajib
menunjukan bahwa kegiatan tersebut tidak merugikan lingkungan.

c. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
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Kartono (2002:15-17) dalam bukunya adaah UUPLH Tahun 1997
mengartikan pengelolaan lingkungan adalah adalah upaya terpadu untuk
melestarikan fungs lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan,
pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan

pengendalian lingkungan hidup. Sedangkan untuk penyelenggaraanya berdasarkan

Pasal 3 UUPLH Tahun 1997 dilaks? dengan asas tanggung jawab negara,

asas berkelanjutan, dan as#S. mewujudkan pembangunan
berkelanjutan yan 14 !\q MUH,..
manusial 5KA‘ TeTuie 4

o= \\dlhhf/
L. "L\‘\{v c&f F

a. Tanggung ja
b. Kelestarian dan keberlanjutan;
c. Keserasian dan keseimbangan;
d. Keterpaduan;

e. Manfaat;

f. Kehati-hatian;
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0. Keadilan;

h. Ekoregion;

i. Keanekaragaman hayati;
j. Pencemar membayar;

k. Partisipatif;

|. Kearifan locd;

an lingkungan

an adalah bahwa

an melakukan upaya
pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
Yang dimaksud dengan asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa
pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti
kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian

ekosistem.
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Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparans,
akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Y ang dimaksud dengan asas otonomi daerah
adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

dengan memperhatikan kekhususa Jr.’-'* daerah dalam bingkai Negara
Kesatuan Republik 1ndop f/ Jeian dan pengelolaan lingkungan

galian golongan C jenis |epasdaieaian:. Pasal-o=12 akan tentang pengawasan
dan pembinaan antaralain :

Pasal 6

Pembinaan bagi kegiatan penambangan bahan galian golongan C jenis lepas
daratan adalah :

a). Umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri
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b). Teknis penambangan dilakukan oleh Menteri Pertambangan dan Energi

¢). Teknis pengendalian kerusakan lingkungan dilakukan oleh Bapedalda

Pasal 7

Gubernur/Bupati/Walikotamadya/lKepala Daerah tingkat 1l dalam proses

pemberian Surat |jin Pertambangan Daerah (SIPD), selalu berpedoman kepada

peraturan yang selama iniencantumkan criteria kerusakan
lingkungan yang tidak belti anggung jawab usahalkegiatan

aVa
-

th MUHZ4

dalam SIPD

2

a). Gubernur/ Bupati/Walikotamadya Tingkat 11
b). Kepala Bapedal

c). Menteri

d). Mendagri Cq Ditjen Bangda

€). Menteri Pertambangan dan Energi Cq Direktorat teknik pertambangan
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umum

f). Institusi terkait yang dipandang perlu

Pasal 10

Gubernur/ Bupati/Walikotamadya Tingkat |lI,Bapedal dan instans teknis

mel akukan pemantauan terhadap usaha/penambangan bahan galian golongan C

melampaui crit Kerusakain-lingkuingan-hidup, pengertian ini didasarkan
pada Pasal 1 angka (17) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun tindakan manusia yang berpengaruh
langsung ataupun tidak langsung terhadap perubahan sifat fisik, kimia, dan atau
hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku lingkungan hidup

disebut dengan perusakan lingkungan, yang diatur dalam Pasal 1 angka (14)
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UUPLH dan juga dalam Pasal 1 angka (16) UUPPLH Tahun 2009. Jika dilihat
dari segi ilmiah, suatu lingkungan dapat disebut sudah tercemar bila memiliki
beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah: 1) Kalau suatu zat, organisme, atau
unsur-unsur yang lain (seperti gas, cahaya,energi) telah tercampur (terinduksi) ke

daam sumber daya/ lingkungan tertentu; dan 2) Karenanya menghalangi/

mengganggu fungsi atau peruntukansari,sumber daya lingkungan tersebut.o
Berdasarkan kete --/ \ Tahun 2009, penentuan

terjadinya pence G ﬂ‘uﬁb MUH.Q \ aku mutu lingkungan

hidup yang '/éfp P.KASS,q

R

a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup.

b. Mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan
kewenangannya. Selanjutnya dalam Pasal 21 UUPPLH Tahun 2009 telah
ditentukan mengenai criteria baku kerusakan lingkungan hidup yang meliputi

kriteria baku kerusakan ekositem dan kriteria baku akibat kerusakan iklim.
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Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:

a. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;

b. Kriteria baku kerusakan terumbu karang;

c. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan
kebakaran hutan dan/ atau |ahan;

d. Kriteria baku kerusakan mangrove

instrument berbeda, ya

pemerintahan, perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri, baik secara individual
maupun kelompok bahkan masyarakat atau negara sendiri atas nama kepentingan

umum Ada 3 instrumen utama menegakkan hukum lingkungan :
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1.Instrumen Administratif

Instrumen administratif adalah merupakan sarana yang bersifat preventif dan
bertujuan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan.
Penegakan yaitu adanya kecenderungan penegakan hukum yang tidak kondusif

karenatidak

membuat jera perusak lingkungan.

2. Instrumen Perdata

adalah cara terahir
yang ditempuh apabila dalam penegakan instrumen administratif dan instrumen
perdata tidak tercapai. Dalam Pasal 97 UUPPLH Tahun 2009 menyatakan bahwa
tindakan pidana dalam UUPPLH adalah merupakan suatu kejahatan. Pengaturan
ketentuan pidana yang lebih lengkap dalam UUPPLH terdapat dalam Pasal 94 dan

Pasal 120.
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3. Pertambangan golongan C
1. Pengertian Pertambangan

Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara menyebutkan dalam Pasal 1 angka (1) yang dimaksud

pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka

: ‘bﬂpn l:l\L qu :
«’5‘ \‘\P‘K -

rl d u.“ll .
N\

rangka pengusahaan minera

umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan
pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta pascatambang, pengertian tersebut
berdasarkan UU Pertambangn Mineral dan

Batubara Tahun 2009 Pasal 1 angka (6). Pembagian usaha pertambangan

dikelompokkan atas:
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a. Pertambangan mineral; dan

b. Pertambangan batubara.

Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan
atas:

a. Pertambangan mineral radio aktif;

b. Pertambangan mineral logam;

krisoprase, kayu terkersikan, gaie gat, diorit, topas, batu gunung quarry

besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa
pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan
pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik,

pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur
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mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi
pertambangan.
2. Pengertian Penambangan Golongan C (Pasir)

Pengertian Penambangan Pasirbatu kapur, dalam kamus umum bahasa

Indonesia disebutkan bahwa penambangan adalah: proses, cara, perbuatan

(‘r-u" S Ml 'IH'qJH'

hf KA' q"'r.lqla & ar.@ff‘

\ml!n.;//

gfﬁ &
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Tahun 2009 usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 di
laksankan dalam bentuk:

a IUp;

b. IPR; dan

c. [lUPK.
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Pengertian Pasal 35 UU Pertambangan Mineral dan Batubara adalah
bahwa setiap kegiatan penambangan yang dilakukan haruslah dengan perizinan
sesuai dengan jenis tambang yang dimanfaatkan. Pasal 36 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

memisahkan [UP menjadi duatahap yaitu:

a. IUP eksplorasi meliputi kegiatan jpenyelidikan umum, eksplorasi dan studi
kelayakan umum.

‘iﬁhaﬁ MUH <k, penambangan, pengolahan,

b. IUP Operasi Pred
V 23\ pKAS
1y cei e pENG AN icAn dan per Lz &
-.ié?' \{\: \ L

¢ =

Kegiatan Usaha
Pertambangan "Mi A-Batu da Pasal 6 ayat (1)
menyebutkan bahwa IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang digjukan oleh,
badan usaha, koperasi, dan perseorangan. Ketentuan mengenai jangka waktu IUP

eksplorasi diatur dalam pasal 42 UU Pertambangn Minera dan Batubara yaitu;
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1) Untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling
lama 8 tahun.
2) Untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam

jangka waktu 3 tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat dapat

diberikan dalam jangka waktu 7 tahun.

rikan dalam jangka

masing masing 10

tahun.

4. Pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun
dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun.
5. Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20

tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.
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Disebutkan pula dalam ketentuan pasa 2 Keputusan Menteri
Pertambangan dan Energi No O03/P/M Pertamben/1981 tentang Pedoman
Pemberian Surat 1zin Pertambangan Daerah (SIPD) untuk bahan galian yang

bukan strategis dan bukan vital (bahan galian golongan C diantaranya pasir)

bahwa usaha pertambangan bahan galian golongan C hanya dapat dilakukan

areal kurang dari 1 ha (1), 1 sampa 5ha (3) dan lebih dari 5ha (6). Indeks
peralatan yang di gunakan, yaitu peralatan tradisional (1), aat berat ukuran kecil
(7), dan dat berat ukuran besar (9). Indeks waktu kegiatan yaitu siang jam06.00-

18.00 WIB (2,5), malam jam 18.00-06.00 WIB (3), dan siang malam (4,5).
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Besarnya tarif restribusi di tetapkan Rp. 150.000,- Contoh perhitungan besarnya
restribusi usaha pertambangan sebagai berikut :

a. Menggunakan peralatan tradisiona :

- Luas areal 1ha: indeks 1

- Alat tradisional 1 buah : indeks 1 besarnyarestribusi : 1 x 1 x 2,5xRp. 150.000,-

= Rp. 375.000,-

b. Menggunakan alat beral
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KERANGKA PIKIR

Penertiban Usaha
Pertamb. Golongan C
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Gambar 2.1 Bagan Kerang a.Pl Ir
A. FokusPendlitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir di atas, maka fokus
penelitian ini adalah Penertiban Usaha Pertambangan Golongan C llega di
Kecamatan Ujung L oe Kabupaten Bulukumba.

B. Deskrips FokusPenelitian
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Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka perlu kiranya memberikan
keseragaman pengertian mengenai objek yang diteliti, berikut ini diuraikan
beberapa deskripsi fokus:

1. Perencanaan adalah sesuatu yang diinginkan agar tercapai tujuan secara

efektif dalam penertiban uisaha pertambangan golongan C.

ka sarana dan prasarana untuk

; H.;rl';', "i?' heendalikan hal-hal yang

2. Pemanfaatan yaitu bagai maméi

-

,,,,



BAB |11
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokas Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba

direncanakan selama dua bulan. Penelitian lokasi pendlitin ini ditentukan atas

dasar pertimbangan karena melihé

golongan Cillega ./

ondisi  penertiban usaha pertambangan

usaha pertambangan golongan C illegal di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten

Bulukumba.
C. Sumber Data
Sumber data yang aka dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini ada

dua macam yaitu:

30
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Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara.

Wawancara yaitu data yang diperoleh langsung dari informasi melalui tatap muka

langsung dengan informan penelitian dan terbuka sesuai dengan yang dibutuhkan.

1

Data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk mendukung data primer yang

sumbernya dari data-data yang sudah diperoleh sebelumnya menjadi

\;\.
o \\\\d‘w

‘wr*-‘\

1. Badan Lingkungan Hidup =1 Orang
2. Tokoh Masyarakat =2 Orang
3. PekerjaTambang =2 Orang

Total =5 Orang
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E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian
ini meliputi:
1. Observas

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata

K
$ . N\l

‘!
L

~ly
Al
er'l
-
m

G2

digunakan metode ini untuk-m
Penertiban Usaha Pertambangan Golongan C llega di Kecamatan Ujung Loe

Kabupaten Bulukumba.
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F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lokasi baik data primer maupun data sekunder,
akan disusun dan disgjikan serta dianalisis dengan menggunakan deskriptif
kualitatif berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan sesuai

dengan mekanisme penulisan skripsi.

Milles dan Huberman (dalélii*sugiono, 2012: 91-99) ketiga komponen
tersebut yaitu:

1. Reduks data

egleki

. v
2. $ien b 30;

Jlai mengerti apa arti
dari ha-ha yang yaturan sebab akibat
dan berbagai propors sehingga penarikan  kesimpulan  dapat
dipertanggungjawabkan.
G. Keabsahan Data
Menurut Sugiono (2012: 125) Triangulasi dalam pengujian kredibilitas

ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagal cara
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dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi, sumber, triangulasi
teknik pengumpulan data, dan waktu.
a. Triangulas sumber

Triangulas sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah

diperoleh melaui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan

Y e

Nenge ata kepar per yang

Triangulasi waktu
Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan
dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar,
belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih
kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan

dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, obsevas atau teknik
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lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data
yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai
ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara

mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan

pengumpulan data.

@
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskrips Lokas Penelitian
1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bulukumba
Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat Il di provinsi
Sulawes Selatan, Indonesia. 1bu kotéitabupaten ini terletak di Kota Bulukumba.
Kabupaten ini memiliki -r‘ \‘ em? dan berpenduduk sebanyak
. / PF MUH \

iy,
‘*\PKAS ii:'i) c5a Secara kewilayahan,

o \\d’ll Ir.ﬁ«r///{:r

u m-'-ﬁ e _ 2if dan laut

394.757 jiwa abupaten Bulukumba

..f)'-“. elaran tinggi

etak pada koordinat antara

5°20” sampai 5°40” Lintang Selatan dan 119°50” sampai 120°28” Bujur Timur.
Batas-batas wilayahnya adal ah:
Sebelah Utara: Kabupaten Sinjai
Sebelah Selatan: Kabupaten Kepulauan Selayar

Sebelah Timur: Teluk Bone

36
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Sebelah Barat: Kabupaten Bantaeng.
2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kebershan dan
Pertamanan

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi

Sulawesi Selatan. Pemerintah Kabupaten Bulukumba dibentuk berdasarkan

N o 5/
@
Jangan yens e
e ﬂh$

g berkaitan dengan

-

pelayanan perizinan.

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan merupakan unsur
pelaksanaan di bidang Lingkungan hidup,kebersihan pertamanan dan perkotaan
yang di pinpin oleh seorang Kepala Dinas, yang mempunyai tugas membantu
Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang lingkungan

hidup, kebersihan,perkotaan dan pertamanan juga mempunya fungsi untuk
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memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang lingkungan
hidup, kebersihan, perkotaan dan pertamanan.
3. Vis dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan

a. Vis

Vis SKPD BLH Kabupaten Bulukumba adalah “Terwujudnya Badan

Lingkungan Hidup Kabup ) mba yang Proaktif dan Berperan Dalam

Mendukung Pelaksa ]
SRS MUHA
,. 4,9-"'-"%\& KASS

lingkungan.

4. Keadaan Pegawai
Dalam upaya pengendalian lingkungan bukan hanya menjadi kewajiban
pelaku penambangan sgja tetapi juga Pemerintah dan masyarakat seperti diatur

dalam dalam Pasa 63 UUPPLH Tahun 2009, bahwa pemerintah baik pemerintah
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pusat, pemerintah provins dan juga pemerintah kabupaten/kota bertugas dan
berwenang: Daam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah
kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

Adapun keadaan pegawai berdasarkan tingkat eselon pada Kantor Dinas

Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bulukumba Tabel 1.

K eadaan Pegawai Badmkan

Presentase
(100%)
21.42%
28.58 %
35.72%

selon 1V berjumlah 5
orang atau sebesar 35.72 persendan pegawa yang tidak memiliki eselon
berjumlah 2 orang atau sebesar 14.28 persen. Hal ini membuktikan bahwa tingkat
eselon pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten
Bulukumba didasarkan atas latihan jabatan yang diikuti oleh para pegawainya

yang terdiri atas Diklat, DIKLATPIM II, DIKLATPIM Il dan DIKLATPIM
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IV.Keadaan pegawai berdasarkan golongan tingkat dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:

Tabel 2. Keadaan Pegawal Berdasarkan Golongan Tingkat

. Jumlah Presentase
No Golongan Tingkat (orang) (%)
1 | Golongan IV 3 21.43%
2 | Golongan |11 6 42.86 %
3 | Golongan Il 3 21.43 %
4 | Golongan | 2 14.28 %
Jumlah Total 100

Hidup Kebersihan dan

A

peneliti dapat nmieayIpy Kal-para pegawal di Kantor

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten
Bulukumba sudah cukup baik mengingat pegawai yang memiliki golongan tingkat
terbesar adalah pegawai dengan golongan tingkat I11.

Adapun keadaan pegawai pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup
Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bulukumba berdasarkan tingkat jabatan

dapat dilihat padatabel di bawah ini:
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Tabel 3. Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan

No Tingkat Jabatan ‘(]grr:“lg)] Pre(&(;:\)t ase
1 | Ketua 1 7,14 %
2 | Anggota 2 14,29 %
3 | Kepala Sekretariat 1 7,14 %
4 | Bendahara 1 7,14 %
5 | Stef 9 64,29 %
Jumlah Total 14 100

Sumber: Sub bagian kesekretariat keSi
dan Pertamanan -./g MUHA
o dar i adenar diketehui be
e o os | owy Poke mat di ui wa
@}p.\kAs.s,qd ,g;,”’-g A\

|'A' 19Na abupaten
%

Presentase
2 | Strata Satu (S1) 9 Orang 64,28 %
3 | StrataTiga (S3) 1 Orang 7,14 %
4 | SMA 4 Orang 28,58 %
Jumlah total 14 Orang 100

Sumber data: keskretariatan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan
Kabupaten Bulukumba
Berdasarkan uraian dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah

pegawai dengan tingkat pendidikan Strata Satu (S1) berjumlah 9 orang atau 64,28
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persen, pegawai dengan tingkat pendidikan Strata Tiga (S3) berjumlah 1
orangatau sebesar 7,14 persen. sedangkan pegawa dengan tingkat pendidikan
SMA berjumlah 4 orang atau sebesar 28,58 persen. Dengan hasil tersebut maka

dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan para pegawa pada Kantor Dinas

Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bulukumba cukup baik.

Yaluran perudang-

ambangan. Dengan

engusana pertambangan  mengakibatkan

rusaknya lingkungan di sekitar lokasi. Disamping itu adanya pihak tertentu yang
sematamata ingin mengambil keuntungan dengan mengabaikan kondis
lingkungan yang ada. Kerusakan lingkungan di Kabupaten Bulukumba khususnya
disekitar lokasi penambangan pasir, disebabkan adanya penambangan pasir oleh

para pengusaha pertambangan pasir yang menggunakan izin maupun tidak
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berizin. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba berusaha mengatasi masalah
tersebut dengan menertibkan para pengusaha penambang pasir,salah satunya
dengan mengeluarkan Surat |jin Penambangan Daerah.

Adapun Indikator-indikator yang perlu dilakukan dalam penertiban usaha

pertambangan golongan C adalah sebagai berikut:

1. AsasHukum Lingkungan

dan Pertamananan
Kabupaten Bul

“pihak dinas lingkungan hidup kebersihan dan Pertamananan Kabupaten
Bulukumba melihat dulu dari kondis penambang yang ada di
Bulukumba apa mereka melakukan penambangan yang sudah memliki
izin atau penambang tersebut sudah memiliki surat SIPD yang disahkan
oleh Kepala Daerah.(wawancara dengan bapak AM,17/05/2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang terkait yaitu pihak

dinas lingkungan hidup kebersihan dfan pertamanan di kabupaten Bulukumba
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melihat surat izin dari penambang tersebut, ada atau tidaknya surat izin tersebut
yang telah diberikan oleh kepala daerah atau belum. Berdasarkan UPPLH Tahun
2009 perencanaan untuk penertiban usaha pertambangan golongan C dapat
dikatakan staff dinas lingkungan hidup belum menjalankan tgasnya sebgaimana
semestinya karena pihak dinas lingkungan Hidup hanya memantau dan melihat

namun tidak melaksanakan tugasnyz

.

3 I
: #

'“ﬁﬁ{f . kecamta
NN e w7
) N h_ﬁl:-p

Kepala Camat Ujung Loe hanya melihat dari segi potensi besarnya sgja namun
tidak memperhatikan keluhan Masyarakat di sekitar.
Senada dengan ha itu, salah satu Tokoh Masyarakat Dg. Magjid di

Kecamatan Ujung Loe Y ang mengatakan bahwa:
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“..sgauh ini rencana tentang penertiban usaha pertambangan yang

dilaksanakan oleh Dinas pertambangan belum ada tindak lanjut sampai

sekarang, tapi mereka pernah memantau di area penambangan ini

”(wawancara dengan bapak MJ,21/05/2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dianalisis dan disimpulkan
bahwa perencanaan penertiban usaha pertambangan Usaha di Kecamatan Ujung

Loe belum ada tindak lanjut oleh Dinas Pertambangan mengenai apa sgja rencana

ongi mu!l.u ;;,
'-' \;u,,gﬁ, S .u'F

‘,}J-

menerus.

Lemahnya pengawasan terhadap para penambang mengakibatkan para
penambang melakukan penambangan yang tidak sesuai dengan SIPD yang di
miliki para pengusaha penambangan. Pelanggaran yang di lakukan pengusaha
penambangan di antaranya; luas wilayah pertambangan yang tidak sesuai dengan

dokumen SIPD, penambangan di areal terlarang seperti di kawasan hutan lindung,
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di bawah kaki jembatan pelangaran ini juga di lakukan oleh para penambang yang
tidak ber-SIPD. Para pengusaha penambang banyak yang tidak melaksanakan
usaha reklamasi yang disebutkan dalam dokumen SIPD, seperti menumpuk
kerakal/limbah penyaringan pasir di tengah badan sungai sehingga mempengaruhi

aliran sungai dan mengakibatkan banjir di kawasan sekitar.

\ﬁ_h"" MUH,. k berwenang dalam

ﬁ»; i ‘ c' ‘."q hak memberikan

\(.

laporan ke Bupét

Adapun hal lain yang dikemukakan Pak Hasan selaku ketua Camat
yang mengatakan bahwa :

“masalah pengawasan yang dilakukan berjalan secara efektif karena
sampai sekarang karenadi area tambang alur sungai makin melebar dan
derasnya banjir menghantam tebing-tebing dan melongsorkan sebagian
tebing-tebing/tanggul sungai. Tanaman yang ada berupa semak belukar
dan rumput-rumputan tidak kuat untuk mengikat tanah disekitar tanggul,
hal ini justru akan merusak lingkungan di desa ini. (wawancara dengan
bapak HS,18/05/2017)
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Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat di analisis dan
dismpulkan bahwa masalah pengendalian akan tambang galian golongan C ini
belum berjalan secara efektif karena dampak yang ditimbulkan belum di
minimalisir bahkan makin memperluas masalah lingkungan.

Adapun hasil wawancara oleh pak Ngjir selaku Tokoh masyarakat di

'|an lama terjadi, baik yang

. ,‘fﬂ\% EUEMH ‘- andl daerah sini masih

Nt u menambang di area

/é' \x P;“A'm ﬂ':ﬂ diperbolehkan

ﬁ ,,4!1,4;

sungai sebenarnya
an aliran sungai area
mana apabila tidak
g 5 r'masal ah pengawasan

kami juga sudah mengawas namun areanya cukup jauh dari jangkauan.
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Apabila
karena pertimbangan ekonomi dan lapangan pekerjaan penambangan ini di buka
kembali di harapkan pemerintah mensosialisasikan penambangan yang
berwawasan lingkungan dan menperketat pengawasan serta menindak para aparat

dan penambang yang melanggar ketentuan yang berlaku. Atau melarang
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penambangan menggunakan alat berat dan menyaran kan penambangan manual
dengan pengawasan yang ketat karena penambangan manua mempunyai
intensitas penambangan yang kecil dan apabila di bina tingkat kerusakan
lingkungannyapun bisa di kendalikan.

Adapiun hasil wawancara pak Salam selaku penambang yang tidak

memiliki SIPD mengatakan
”Apa yang bisa_kafi Hang rangl kerusakan lingkungan

e
yang terjad (r ,,-,- El h\uHQJ’} ga_lan di sungai....., bila

di antara S batan semata—mata
Lo;,)r s

’? bahiva upaya yang

c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Anaisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup, Pasal 2 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) . Amdal merupakan
bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan yang harus di
penuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha.

Senada dengan ha diatas, pak Akbar selaku penambang yang tidak

memiliki SIPD juga mengatakan bahwa
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“ saya menambang karena mau juga menghidupi keluarga saya dek itu
saja.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama pak Akbar dapat dissmpulkan b
ahwa pengendalian tentang lingkungan hidup tidak penting di matanya yang dia
pentingkan hanyalah bagaimana caranya agar dapat menghidupi keluarganya

tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya.

egal itu.”(wawancara dengan

[JCT'Io
bapak AH,28/04/2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa
Kegiatan usaha pertambangan pasir di Kecamatan Ujung Loe secara umum
mencakup eksplorasi, eksploitasi, pemurnian, pengolahan, pengangkutan dan
pemasaran. kegiatan usaha pertambangan tersebut dapat di kelompokkan menjadi

dua kelompok, yaitu ; ( 1) kelompok penambang berijin ( memiliki SIPD ), dan (
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2 ) kelompok penambang tanpa SIPD. Selain pengusaha pertambangan pasir yang
berijin di setiap lokasi pada alur sungai maupun di luar alur sungai, terdapat
aktifitas pertambangan tanpa izin. Pada umumnya para penambang tidak berizin
ini melakukan kegiatannya tidak hanya di alur sungai tetapi juga di Bulukumba,

sawah, atau kaki jembatan. Menurut penelitian di lapangan semua penambang

terjadi  karena

\ ; : an, sebagai
: L)e 3 ol NG €

:f:' '@IE!“EM;E ciancam, ol a tidak

anaautanaioleh  pihak-pihak- terkAt 3 awati
SR 6 i
> = fe 8| Gl 'l-Nﬂ‘ \g‘l‘g

Y Ak 'Dapal @F

Al u&"lng
ANe?l |

administratif oleh pejabat administratif atau pemerintahan, perdata oleh pihak
yang dirugikan sendiri , baik secara individua maupun kelompok bahkan
masyarakat atau negara sendiri atas nama kepentingan umum (algemeen belang ;

public interest ). (Andi Hamzah,2005:50).
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Untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih penegakan hokum yang
instrumen dan penegaknya berbeda itu, maka perlu ada kerja sama atau
musyawarah antara penegak hukum, yaitu polisi, jaksa dan Pemerintah daerah
(Gubernur/Bupati/Walikota). Di Indonesia lembaga musyawarah yang sudah ada,
yaitu Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) yang terdiri dari ketiga unsur
tersebut. Karena yang mengeluarka bukan saja Pemerintah daerah tetapi juga
departemen dengan jajardi \~ aka sudah jelas jika terjadi
pelanggaran hu /r-q': !th-' MUH/‘ }>

dalam musy / “\P-K’Aq' g{i&
\\dﬂ'ﬁy//:

7

\%"‘7'?"'

charusnya ikut serta

yang sebagian
memperlihatkan persepsi hukum yang berbeda ,terutama lingkungannya yang
lebih netral sifatnya dibandingkan dengan hukum yang lain.

b. Kesadaran Hukum (Kadarkum) Masyarakat Masih Rendah

Kendala ini sangat terasa dalam penegakan hukum disamping penerangan dan

Penyuluhan hukum lingkungan secara luas. Untuk menghilangkan kendala
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diperlukan metode khusus. Bahkan orang yangmendidik memberi penerangan dan
penyuluhan hukum perlu dibekali dengan pengetahuan terlebih dahulu mengenai
metode di samping substansi yang harus disampaikan kepada masyarakat.

¢. Khusus Untuk Penegakan Hukum Lingkungan, Para Penegak Hukum Belum

Mantap dan Profesional

Belum dapat dikatakan para penegak. !

hukum lingkungan , ba r'

. / S MUHA \ _
lengkungan mas 0 I‘L A - de
han i ./%5" mKAS S. M’h\

1
.:—* \mhmy

'rr"'T” e. ] M N )
.; -%ﬁ Be u um ada

=0,

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pel aksanaan

penegakan hokum terkait penertiban usaha pertambangan golongan C di
Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba belum berjalan secara efektif
Karena para penambang illegal tidak memperhatikan aturan yang berlaku terkait
pertambangan galian C di Kecamatan Ujung Loe. Pelaksanaan usaha

pertambangan pasir di Kecamatan Ujung Loe wajib memiliki izin usaha
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pertambangan yang di sebut Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) yang
diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat rekomendasi dari
Bupati/ Walikotamadya K epala Daerah setempat.

Pelaksanaan usaha pertambangan pasir di Kabupaten Tega wajib memiliki

izin usaha pertambangan yang di sebut Surat |zin Pertambangan Daerah (SIPD)

s G MUK,
B T ] ..KAS:S; AUKa

Sy, s/ Lura ah £ enga)
;5? — %\,\i“l!’kf//ﬁ » {'? pen
b .. e vﬂ‘,& -:-ﬂﬂ!}sﬁ? ain 53 5 ‘$
L "‘%

erikesa &
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sudah cukup bahkan ada yang tidak menggunakan SIPD sama sekali

Lain halnya dengan yang dikatakan oleh salah satu penambang illegal di
Kecamatan Ujung Loe yang mengatakan bahwa :

“Saya tidak memiliki SIPD untuk pengolahan hal itu dikarenakan biaya
yang dikeluarkan lebih besar untuk memiliki mesin-mesin pengolah”,
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Berdasarkan hasil wawgancara di atas, dapat dismpulkan bahwa penambang
banyak yang tidak memiliki SIPD dikarenakan biaya yang dipakai tidak sedikit
apalagi untuk membiayai mesin-mesin pengolah.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh pak Amar selaku penambang

[llegal di Kecamatan Ujung loe yang mengtakan bahwa :

wa.lsw

ﬁfﬁﬂ U gg

dalam penelit

Usaha Pertambangan Golongan C di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten
Bulukumba yaitu terdiri dari:
1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung komunikasi pemerintahan dalam pengelolaan tambang
gdian golongan C adalah sikap penambang dan keterbukaan masyarakat. Berikut

masing-masing dari faktor pendukung.
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a. Sikap Penambang

Sikap penambang yang dimaksud di sini adalah ketersediaan penambang
dalam memberikan informasi mengenai pengel olaan tambang galian golongan C.
Penambang pada umumnya secara terbuka menyampaikan informasi yang

dibutuhkan oleh pihak manapun sepanjang tidak merugikan pihak penambang itu

sendiri.
b. KeterbukaanM
K eterbukaanp=

NN 2adalah merupakan suatu
A‘/‘ ‘\
R\ o g

atas, koordinasi,
kesadaran pemilik
tambang tambang. Berikut akan dideskripsikan masing-masing faktor penghambat

komunikasi pemerintahan dalam pengel olaan tambang galian golongan C.
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a. Koordinas Pemerintah

Koordinass yang dimaksud di sini adalah koordinasi internal Pemerintah
Kabupaten Bulukumba yaitu antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas
Pertambangan Kabupaten Bulukumba.

b. Ketegasan Pemerintah

Ha mendasar yang menghambat pe! 9ha pertambangan golonganC Di

aktif melakukan pengawasan, bahkan diasumsikan bahwa terjadinya pembiaran

penambangan galian golongan C di Kecamatan Ujung Loe karena adanya

kesepakatan tertentu antara pihak penambang dengan oknum kepala Camat.
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4) Sikap masyar akat

Sikap masyarakat yang dianggap menghambat komunikasi dalam pengelolaan
tambang galian golongan C adalah sikap apatis masyarakat. Masyarakat lebih
memilih berdiam dari pada menyampaikan persoalan pengelolaan tambang galian
golongan C yang tidak memiliki izin, Pemikiran masyarakat adalah kalau sudah

pernah menyampaikan satu kali mak@ selanjutnya adalah tanggung jawab kepala

Camat.

golongan C.



BABV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kantor Dinas Lingkungan

Hidup dan Pertamanan mengena Penertiban Usaha Pertambangan Golongan C

llega di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, Maka dari itu, penulis

/
[&—‘5 MUH.t‘hﬁ..r
'\Kﬁhsm—fl& alan secara

whh.;//‘

gt -
e sv,w"u" » . J merasa

dapat menyimpulkan dari

berlaku namun Dinas Lingkungan Hidup tidak mengawas para

penambang dilapangan namun mereka hanya bertugas sebagai polisi tidur
sgja yaitu hanya memberikan izin dan kemudian diteruskan ke Kepala

Daerah.
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4. Penegakan Hukum dalam Penertiban Usaha Pertambangan Golongan C di
Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba belum sepenuhnya
ditegakkan hal ini dapat dilihat dari jumlah penambang yang memiliki ijin
penambangan atau Surat ljin Penambangan Daerah (SIPD), Selain itu

dalam penegakan hukum, instansi yang terkait dalam ha ini Dinas

amanan Kabupaten Bulukumba
kurang maksimal akan penegakan  peraturan

ﬁ[},ﬁ MUHA if\ aitu berfungsi hanya

Lingkungan Hidup Kebersihts

daklanjuti langsung apabila
terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan tersebut, sehingga
tanpa birokras yang rumit dan lebih efisien Dinas Lingkungan Hidup
dalam hal ini akan menindak langsung para penambang yang melanggar

ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan.
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2. Adanya Surat ljin Penambangan Daerah (SIPD) sudah sesuai dengan
peraturan yang ada, sebaiknya pengkaian perijinan tersebut harus
melibatkan berbagai instans termasuk pakar-pakar independen sehingga
dengan proses perijinan yang sesua maka akan menjadi filter dalam

mel aksanakan penertiban usaha pertambangan golongan C di Kecamatan

Ujung Loe ,-.n :
UH\
< | A
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